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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TAHUN 2015-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan

Pengawas Tenaga Nuklir tentang Rencana Strategis Badan

Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan :

10.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4405);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 10);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional /Kepala Badan Perencanaan
PembangunanNasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang
PedomanPenyusunan dan Penelaahan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-
2019;

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun
2008;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas
Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR  TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-20109.

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019
yang selanjutnya disebut Renstra BAPETEN memuat visi, misi, tujuan,
sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPETEN dalam
rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.
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(2) Renstra BAPETEN merupakan pedoman bagi :
a. penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
b. pengendalian dan evaluasi kinerja BAPETEN;
c. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di lingkungan BAPETEN; dan
d. setiap unit organisasi eselon I, unit organisasi eselon Il dan unit
kerja mandiri di lingkungan BAPETEN dalam menyusun Renstra
BAPETEN.
Pasal 2
Renstra BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala ini.
Pasal 3
Kepala BAPETEN melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
terhadap pelaksanaan Renstra BAPETEN.
Pasal 4
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2015
KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAM

HKEPALS BADAN PENGAWAS TEMAGA NUKLIR
MOMOR 2 TAHUM 2015

TENTANG RENCGAMA STRATEGIS BADAN
PENGAWAS TEMAGA NUKLIR TAHUM 2015 - 2019

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2015 - 2019

EAB |
PENDAHULUAN

1.1, Kondisi Umum
Tenaga nuklir lelah dimanf@atkan dalam pembangunan nasional o berbagai bidang

antarzs lain di bidang energi. kesshatan, industi, pertanian, pertahanan, perdagangan, can
lingkungan hidup. Pengawasan tenaga nuklr di [ndoresia sangat diperlukan  untok
memastikan  keselarmatan, keamanan, dan kesshatan  pekerja dsn masyarakat,  serla
perindungan terhadap lingkungan hidup. Amanat pengawasan pemanfaatan tenaga nuklic ini
selaras dengan tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Megara Republik Indonesia tahun 1948 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesiz dan
seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal ini terhadap potensi bahava radiasi dar
pemanfaatan tenaga nuklir,

Undang-Undang Momaor 10 Tahun 1897 tentang Ketanaganukliran memnarikan
kewsnangan atay amanat kepada Gadan Pengawas Tenaga Muklir [(BAFETEM) wuntuk
melaksanskan tiga pilar utama pengawssan terhadap sensla kegistan pemarnfaatan tenaga
nuklir yaitu penyusunan peraturan, oerizinan, dan inspexs serta penegakan hukum sk
memastikan kepatuhan pengguna tenaga nuklir terhadap peraturan dan  ketentuan
keselamatan, keamanan dan safeguarnds.

Peraturan tentang kstenaganukliran merupakan ketentuan yang harus diacu dalam
pemanfaatan tenaga nuklir baik oleh Pengouna maupun oleh Pengawas dalam rangka
menjamin keselamatan pekerja, masyarakat sartta perindungan terhadap lingkungan hidup,
Ketentusn yang dialur daam peraturan ketenaganukliran meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu:
keselamatan nuklir dan radiasi, keamanan nuelir dan safeguards.

Proses perzinan pemanfaatan tenaga nuklic merupakan proses legalisasi terhadap
rencana kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang telah memenuhi persyaratan dan kasntuan
dalam pzraturan perurdang-undanganan ketenaganukliran, Perizinan dimaksud dibagi atas
Perizinan Fasilitas Radiasi dan Z2at Radioaktif (FRZR) dan Perizinan Instalasi dan Bahan MNuklir
(1BM}.
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Inzpaksi dilaksanakan sacara barkala dan zsewaktu-waklu. Falaksanaan inspeksi ini
galgin untuk membuktikan bahwa permanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan zesual dangan
tujuan pemberian iZin juga sekalipus untuk mendukong Kebijgkan Pemerintah dalam
mevayudkan pro-envirannment.

Selaras dengan standar internasional yang diterapkan di BAPETEM, tiga pilar utama
pengavRsan pemaniRatan enaga nuklic mempunyai pendubung tebmis fechnical support)
Betupa penghajian keselarmatan nuklic, BAPETEN memilikl 2 (dual unit ketja pendgkajian untulk
pengavasan FRZR dan IBN yvang bertugas membetikan dukungan teknis terhadap pragrarm
utama pongawasan yaitu melakukan pengkajian dan penclition akau analisis untuk mcndukung
parumusan poraturan dan kebijakan pongawasan, melakukan analisis atau cvaluasi teknis
dalam mendukung proses penilaian perizinan, seda Kajian untuk mensukung palaksanaan
inspaksi keselmatan nukdir.

Fungsi kin dari BAPETEN adakh mengembangkan program Kesiapsiagaan nukliv
sebagaimana diamamatkan dalam Peraturan Pemerintale nomor 54 tahun 2012 Bahwea
Pemerintah harus mengembangkan program kesiapsisgoaan nuklir Bingkat nasional. Saat ini
fasiltas wang torsedia adalah Ruang Tanggap Darurat (RTD) BAPETEN ywang befungsi
sabadgal Pusat Tanggap Darurat Nuklir Tingkat Nasional dari nwilai awal pelaparan,
pengolaban data, Koordinasi respon tingkat nasional. Dalam bal terjadi kecelakaan dalam
kegiatan permanfastan teraga nuklic df Indonesia BAPETEN hanis menjalinkan fungsi
kasigpsiagaan nuklir untuk mambkatazi dan maminimalisasi dampak kecelakaan dan korban
jimm. Sabagai pendukung pelakzanaan pangawasan katanaganukliran. BAFPETEN meamyiapkan
parangkat pengawazan barupa program jaminan mutu yaitu dangan rmalaksanakan panyiapan
perumusan kebijgksangan teknis, pengembangan sisterm mutu, pelayvanan, pembinaan
akreditasi dan standarisasi nuklir serta sertifikasi lakoratorivm w), lembaga kursus, instalasi
nukliv dan radiasi, serta memberlakukan program Jujii kesesuaian pesaveat adiclogi diagnostil
dan intervensinnal.

Beberapa saat belakangan inl, kearranan nuklir diluar permegang izin {out of requlatary
contrall menjadi isu global dan rendapatkan perhatian serus para pemimgin dunia, Fresiden
Amerika memprakarsai penyelenggaraan Kenferensi Tingkat Tinggi Nuclsar Security Surmmmit
(KTT M3S) vang dilakukan setiap dua tahun sejak Ehun 2010 di Washington, tabun 2012 di
Seaul. dan tabun 2014 oi Den Haag, seda akan diknjutkan pada @hun 2016 di LSA
Permerintah Indonesia erperan aldif dalam KTT NSS tersebut dengan kebadiran Presiden
atau viakil Presiden. Fada kesoempotan KTT NSS torschut, sctiap pemimpin nogara
borkoritmen untuk bersama—sama mowojudkan keamanan nuklir dunin. Pemerintah
Indonasia rienyadan pentingnya mewujudkan keamanan nuklir mengingat sebagal negara
kepulauan ponyelundupan barang ckspor danimper termasuk bahan nuklic dan sumber radiasi
melalui bandara atau pelabuban sangat mungkin teriadi, Indonesia juga dipandang rawan
refotisme yang dapat memanfaatkan babhan nukdic sebagai bom Kotar yang mempunyai
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dampak bahaya radiasi. DOalam rangka maningkatkan efaktivitaz palak=anaan program
keamanan nuklir. maka padu disusun Rancangan Undang Undang Keamanan Muklic oan
peraturan pelaksanzannya; penguatan infrastruktur penpawasan keamanan nuklir nasional;
pengembangan sistem pemantauan keamanan nuklir nasional di pintu masuk wilevah dan
rermasangan Radiation Portal Moniter (EFMY di beberapa pelekbuban laut, dan odara;
peninghatan koordinasi dan kegasama antar institusi pemerintah ferkait, dan menviapkan
retcana keamanan nukliv nasional, seda rengkoordinasikan terbangunnya  pusat-pusat
unggulan kearmanan nuklir nasianal; peningkatan poralatan hand held monitor untuk petugas
lapangan atau Front Line Cficer (FLG); poningkatan sumber doya manusia terkat kearmanan
nukliv nasional melalui pendidikan dan pelathan:; ponyediaan infrastruldur pendukung untul
nuzlear farensic dan eyber security; pembinsan untuk menumbubhkembangkan  budaya
keamanan nuklir, penvedizan dfebie Expert Supoort Teamn (MEST); peningkatan kompetensi
SOM untuk FLO, inspetdur kearmanan nuklic, SDM MEST, S0DM Nuclear forensic dan bkt

security, dll.

1.1.1. Capaian Program dan Kegiatan Periode 20102014

Pragrary utama BAPETEN pada petiods 2010-2014 ditujukan untuk meningksatkan
kualitas pengawasan ketanaganukliran yang fesuai dengan standar intsmasional guna
menjamin keselamatan, keamanan, dan  ketentraman  pekstja dan masyarakat, serda
parlindungan terhadap lingkungan hidup. Sedangkan pragram pendukung  pangawazan
dilaksanakan aleh Sekrotariat Utama barups program dukungan manajemean untuk
mevaljuckan kirckrazi pangawssan katenaganukliran yang afaktif.

BAFETEM telah memprakarsai, menyusun dan mengembangkan harbagai peraturan
kak berupa Peraturan Pemerintah (PP), Pemturan Fresiden {Ferpres), maupun Paraturan
Fepalan  (Perka) EAPETERN. Feraturan-peraturan  tersebut  dimalsudkan untuk
memyampurnakan  dan rmelenglkapi ketantuan yang ada dalam rangka  pemgeimpurnazan
pengawasan tenaga noklic yang telah betjalan dan juga ontuk memyongaong pembangunat
Pombangkit Listrik Tenoga Wuklic (PLTHY, Beberapa PP, Porpres don Perka yang tolah
diziapkan BAPETEN pada perieds 2010 — 2014

. FP Mo, 54 TAHUKN 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir;

' PP Mo, B1 TAHUM 2013 tentang Pengelok@n Limtxah Radioakdf;

' PP Mo, 2 TAHUN 2014 tentang Pernizinan Instalasi MNuklir dan Peranfaatan

Bahan MNukli;

. FP Mo. 58 TAHUM 2014 tentang Peoraboran Pemcrintah Republik Indonesia
Momer 56 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarf atas Jenis Fenerimaan Negara
Bukmn Fajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Mukli

. Perpres Mo, 84 TAHUN 2010 tentang Pangesahan Joinf Comverstion on Safefe of
Spernt Fusf WManagentent amnd Safety of Radiodctive kiaste WManagenren’
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. Parprez Mo, 74 TRHLUM 2012 tantang Pertanggungjawabkan Karugian Muklir;
" Parprez Mo, 165 Tahun 2014 lentang Tunjangan Jabatan Fungeional Pangawas
Radiasi;

. Perka terkait ketenaganukliran sebanyak 40 Parka.

Terkait dengan FRIE, BAPETEM felnh melksanakan proses perizinan Erhadap
fasilitas vand menggunakan sumber radiasi pengion (SRP) baik dalam bidang kesehatan,
industri maupun penzlitian. Proses perizinan tersebut menghasilkan Ketetapan-ketetapan
yang ditcrbitkan dalam beorbagai bentuk, misalnya Keoputusan Tata Usaha Megaro (KTLUM
vang antara lain kerupa izin atau porsctujuan terkait pemanfactan SRP dan Surat 1zin Bekatja
(3181 petugas proteksi radiasi. Sampai dengan tahun 2014, jurslah izin FRZR vang diterkitkan
dan masib barlaky berjuimlab 7644 izin dari 1,225 fasilitas.

Sedangkan unk 16N, BAPETEN rrelaksanakan proses perizinan yang menghasilkan
berbagai ketetapan yang haris  dipatubi okl Pemegang  1zin agar dapat  menjaamin
kesclamatan poemanfactan tenaga nuklir. Ketetapan-ketotapan ini diterbitkan dalam berbagai
bontuk waitu Koputusan Taka Usaha Negara (KTUN)Y persctujuan torkait tapak dan operasi
Reaktar Nuklic, aperasi atau produksi pada Instalasi Muklic Moo Reaktar (INNE), izin
perranfatan bahan nuklie, izin Teehnoiegically Cofanced Netirally Oeourming Radiogofile
NMaterials (TENOEMY, serta sertifikasi dan validasi bungkusan zat radivaktf. Petugas vang
menangani instalazi dan hahan nuklir harus rremiliki Surat |zin Bakarja (S1B). Dalam kondizi
tertantu, BAFETEN dapat mangambil suatu kebijakan dalam membarikan katetapan parzinan
yang dapat berupa surat yang beriifat maengikatl dan harus dipatuhi oleh Pamaegang 1zin
(diskresiy. Sampai dengan tehun 2014, jumlah zin BN yang diterbitkan dan masih Berlaku
kerumiah 480 yvang melputi izin reaktor, =in INME, zin permanfaatan bahan nuklir, 1zin
TEMCRK, 1B maupun sedifikasivalidasi, Direncanakan S (ima) tahun ke depan, lingkup
petizinan IBN akan diparluas dengan mencakup parzinan bahan galian noklir.

Ruang linghkups inspelesi melipoti FRZR dan (BN & seluruh wilayah Indonesta. Secara
urmum doapat dikatakan babwa paro pongguna potuh terhadap pengoperasian peralatan
sasual dengan persvaratan izin. Kepatuhan ini memberikan jaminan keselamatan terhadap
pekerja, rmasyarakat (termasuk jaminan keselarmatan pasien wang meranfaatkan fasilitas
radiasi] dan perlindungan wrhadap Iingkungan hidup, Penegakan hukum dilkukan terbadap
Tasilitas radiasi vang dimanfaatan dalam keperluan kesebatan dan industri, dan pada tahap
awal ini difokuskan pada 4 Provinsi yang dianggap paling maju i indonesi, yakni OF|
Jakarta, Jawa Barat, Jowa Timur dan Sumatora ara. Sementara itu, kegiatan permbinaan
kepada pengguna dilakukan di provinsi lain untuk  meningkatkan  kesadaran terhadap

kesclarnatan nuklir melalui pengasasan yang dilskukan clch BAPETEN.
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Dalam hal penangaulangan kaecelakaan nuklir maopon ilicf fafficking terhadap
sumbar radiasi can kahan nuklir, BAPETEM talah melaksanakan bebarapa kegiatan zebagai
berikut:

1. Berkatan dengan kecelakaan nuklir ci Fukushima Jepang pada tanggal 11 Marst 2071
BEAFETEN telah rmelakukan:

. pengukuran rRdicaktiftas lingkungan of utara katulistivs  Indonesia vakni di

Bontang dan Menzacs;
" paenwatiksaan paparan radiasi pada pesawat yang datang dari Jepang di Bandara
Sockamo Hatta.

2 Pongawasan terhadap lalu lintas bahan nuklir melalui pemasangan BRPM di pelakuban
Belawan, melengkapi vang telah ada o Pelabuban Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan
Batain.

2 Pengawasan terhadap Lahan @mbang yang mengandung materiallahan nuklic {pasic
Zireon, tailing penambangan tirmahimonasit.

4, Folaksanaan Gladi Lapong di Jakora, Sorong, Bandung, Yogyakara, dan Surobayva.

(9}

Fermantauan torhadap lokasi ledakan bom yang terjodi di Bali maupun Jakoara untuk
Imengantisipasi bilarmans tetjadi kantarinasi radioaktif Hal ini juga dilakukan temadap
[ukazi j@tuban metear,

Palaksanaan program jaminan motu difckuskan pada  Implarantazi pregram i
kosasudian wang talah berjalan dongan indikatar 40% dari 2alurub pesawal sinar-X mediz.
Gebalah dilakukan pengujian. dipercleh hasil 30% dinyatakan andal 40% andal dengan
perbaikan, dan 30% tidak andal. Namun demikian, masih memerlukan peningkatan Eutama
dalam penambahan persanil pengup dan tenaga ahl sera sistem informasi yang mendukung.
Periapan infrastruldur antara in peratum@n yang relevan, abaratoium Jii, tim wenaga ahli,
serta pelatiban yang terkait. Koordinasi dengan Kenwitetdan Kewshatan dan Universitas
terkait pelaksaraan program ufi kesesuaian secara operasional, sera telah melakukan
korbagai kerja sama bails dengan instansi dalam negeori dan luar neger, maupun perencanaan
untuk permbentukan Pusat Unggulan Wi Kesesuaian dan Lembaga Pelathannya.

Dalarm rangka pelaksanaan prograrn pengawasan keamanan noklic diluar pemasgang
ijin ford of regufatory confral, BAPETEN bersarma Kermenterian Luar Negeri telabh melkubkan
pemyusunan dokumen Mafional Leglsfation inforrration B8 fHLIED untul gt dasied Indonesia
dalam ETT NSE, maupun pehyiapan WU ftemalione! Convenifon far the Suppressian of Acts
af Nuckesr Terrarizm (JICSANT). Menindaklanjuli kemitmen kepala negara dalam KTT-KSS
untuk penguatan program keamanan nuklir, beberapa upaya yang telah dilakukan BAPETEN
adalah :

1. Penyiapan Rancargan Undang-Undang Keamanan Muklic sebagai landasan bukum
untul irmplementasi program keamanan nuklir nasional;
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FPambanbukan forum koordinasi nazional yaitu indonasia Cenfar of Excaltasnt on Muctasr
Securily and Emargency Frecaredness (-CalSEP) yang barfungsi untuk peningkatan
kapasitas nasicnal dan penvediaan (253 teknis terkait isu keamanan nuklir;
Pemasangan 4 (empat) buah EPM yang merupakan bantuan International Atomic
Energy Agency (IAEA)Y vang dipasanp di pelabuban Belawan, Makasar, Bitung dan
Semarang. untul melengkap RPNV yang berada i Tanjung Priok, Tanjung Peral, dan
Batarm;

Koordinasi secara intensif dengan Dirjen Bea Culkai, Kermenterian Perbubungan, dan
pihok pengelola pelabuhan untuk menvusun prosedor oporasi standar pengoperasian
RFM dan pombinaan teknis untuk aporatarnya;

Pengirirman staf BAPETEN sebagai staf ahli bidang kearranan nuklic di TAEA untul

Imening katkan kapasitas SOM dan jgjaring dengan masyarakat internasionzl,

Tahel 1.1, Capaian ndikator Kinetja Ltama BAPETEN periode 2010-2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Pencapaian
Target (%)
Parepaktf PFemangku Kapentingan [Sfakefolder)
Pencapaian kondisi Angka Kejadian «q 1 100
kaselamatan. Muklit/IMES
L‘ia m“?gsda“ Tingkat dasis radiasi £20 mSv 12 100
katanaganukliran oli pekena di bawah NBD
Indoncsia Tingkat kapatuban T 0" TS 7F a1l
pengguna terhadap
peraturan
katanaganukliran yang
karlzku
Perspektif Pelanggan
Kapuasan Palayanan Indaks kapuasan 27 2,645 = =]
Pangawasan pengguna
Parepaktf Intarnal Prosas
Sistern pengembangan | Persentase penerapan 100 100 100
peraturan petaturan peruncdansg-
ketenaganukliran serta | unsangan
parumwsan kabijakan ketenaganukliran
yang andal dan barmut g, o iace hasil kajian 100 107 107
yang diterapkan dalam
pengawasan
Jumlzah hazil rurmuzan i+ z0,& a0
kebijokan wang diterapkan
dalam pengawasan
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Sasaran Strategis

Indikatar Kinerja

Target Realisasi

FPencapaian
Target (5]

Parantasa katarsadiaan
peraturan porundang-
undangzn
ketenaganukliran

33 23

53,5

Bistern perizinan yang
afaktif

Persentase Tasilitas yang
rramanuhi parsyaratan

patiZitan

g5

00,58

Sistermn inspeksi dan
ponegakan hukum yang
efaktif

Persantase jumlah temuan
yang ditindaklanjuti

32

0,80

Parmaentasea tindak lanjut
petegakan hukum

120.45

Persentase pelabuban dan
perbatasan vang
rmenerspkan sistam
detalel kearanan nuklic

6E.7

Persentase dasrah yang
rmamahami pengawasan
pemanfaatan barang Duwal
Lize

17 1

4,70

Perzentase dastah yanmg
rmenarapkan pangaloldan
TENOREM

3 4.44

143,13

Perzentyse dasrab yang
felal Imensrapkan pragram
kesiapsimgaan nuklic

a0 1400

104

Jumlzh wilayah vang
dipantau mdicaktivitas
limgkungannva

29 29

100

Parspaktf Pambealajatan & Parturnb
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1.1.2. Aspirasi Masyarakat Terhadap EFeklivitas Pengawasan Tenaga NMuklir
1. Aspirasi Masyarakat Pengguna

Poerkembangan pernanfaatan tenaga noklic yang terus meningkat di berbagai bidang
pembangunan, monuntut peran BAFETEN dalam meswujudkan kondisi kesclamatan dan
keamanan nukliv nazional ekl pengawasan yang lehib efektif. Untuk it masyarakat
peErguuna vang terdid dad para pemedang ijin p2manfaatan t2naga nuklic dalam Bidang
anargi. kesahatan. induztri dan panalitian, partanian sarta yang berkaitan dangan bidang
lingkungan hidup, perdagangan maupun Earhubungan manghargpkan agar pengawasan
tenaga nuklir vang efaktif dapat rmembatikan jminan kezelamatan dan kearranan sahingoa
permanfastan tenaga nuklir dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejghteraan dan
kualitas hidup rmasyarakat.

Selain itu para pengguna mengharapkan kebijgkan pengawasan dapat memberikan
kepastian hukum dan mendornd terciptanya budaya keselamatan dan kearmanan nuklic, Darti
aspek regulasi masyvarakat pengguna nengharapkan BAPETEM untule menerbitkan atau
memprakarsal pemyusunan poraturan porundang-undangan yang lobih kemprehensit dan
mampu karap, termasuk mendarang pengembangan standar nasional keselamatzn nuklic yang
masih torbatos sebagai mitra Badon Standardizasi Masional (BEMN), schingga standar vang
disiapkan betul-betul sinergi dengan  pergturan perundang-undangan wang disiapkan
BAPETEMN.

Para pengguna dalam bidang kesshatan mengharapkan kepada BAPETEN untulk
mendorongy  torbangunnyn  infrostruktur pondukung  pongawasan  dinntaranys lembdaga
polayanan teknis uji kesesuaian, lakoraterium kalibrasi, laboratorivm dosimetr, lembaga
pelatihan di bebcrapa wiloyah untuk memberikan kenudahan dalam memenuhi persyaratan
perjinan BAPETEM. Terkait dengan permintaan ketersedinan mRdisisotop vang dipetiukan
urtuk dizghosis penyakit dan terapi yang sangat tinggi menuntut jaminan produkesi radioisotop
di tingkat nasianal, meangingat pasokan dan luar negeri terbatas. BAPETEKW dibarapkan
melaksanaan pembinaan parsturan kesalamatan dan padjinan terhadap pengguna dan
masyarakat umum. BAFETER juga diharapkan rmampu menciptakan inovasi pengawasan
yang membenkan kemudahan para pengguna memproses perjingn malalui e-ficensing dan e-

regorting keviajiban pamegang ijin.

2, Aszpirasi Masyarakat dan Para Pihak

0i bidang keschatan., masyarakat penerima manfaat  tebiologi moklic sangat
rmengharapkan BAFETEN dalam program jaminan kasalamatan pasien dalam diagnoeza dan
torapd vong menggunakan SREP. Masyvorakat juga memedukan cdukasi khususmya yang
kerkatan dengan keselamatan pasien.

Untuk mengantisipesi kebijgkan pemerintgah membangun FLTH, masyarakat industri

nasinnal mengharapkan  adanyva  sosialisasi BAPETEN tentang peraturan’ketentuan dan
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standar kezelamatan pembangunan PLTH, dangan harapan perusahaan nazional dapat
memparsiapkan paran sartanya dalam pambangunan PLTH di Indonasia.

Maturally Qcocuming Radicactive Matardels (NORW) den Techinologicaly Enhamced
Maturally Qceurring Rediogctive Matenaiz [TEMORN] mempakan isu penting terkat dengan
keselamatan, kesshatan dan pencemaran lingkungan hidup vang perlu diawasi secara intensif
aleh BAFPETEM. Masyarakat disekitar industri dan  peranbangan yang  diperkirakzan
menghasikan residu radicaktif alam dan NORM dan TENOREM mengharapkan agar Kebijakan
BAFETEN diarahkan pada pminan kesslamatan radiasi lingkungan, Khususnya dalam
penanganan radiasi vang discbabkan olkeh NORM, maosyargkat omom sangat boerharagp
BAPETEMN dapat nwnycdiakan podorman dan edukasi publik untuk  kesclamatan dan
kesshatan masyarakat akibat dampak N2REM dan TENQRM.

2 Aspirasi Pemerintah Dasrah

Calam kerangka otonomi dasrah, permerintah daerab memilib peran utama dalam
pelaksanaan poemaetintahan di tingkat provingi dan tingkat kota/kabupaten, Fomerintkah doerah
sangat mengharapkan korjasama dan keerdinasi dalam rangka sincrgi program doerah
dergan prodrat pemarintab pusat dalam menjamin Keselarsatan masyarakat dan lingkungan
Rigup terkait dengan k=giatan pemanfaatan radiazi pengion dalam bidang kesehatan dan
industri termasuk dalam pengendalian dampak lingkungan dar kegiatan industri «an
panambangan yang manghasilkan NORM atau TEWNCRM. Karjgeama mancakup juga dalam
paningkatan kuantitas dan koalitbe sumbar daya manuzia baik dalam bantuk pelatinan
maupun insentf peandidikan. Masyarakat industri khususmyra partambangan minaral radioalktif,
mengharapkan terbitnya peraturan pemerintsh vang mengatur mekanisime perijinan kahan

gahan nuklir atau mineral radwaktii.

4. Aspirasi Dunia Pendidikan

Cunta pendidikan intemasional mengharapkan ketjasama dengan BAPETEN dalam
poningkatan kopasitos khususnya di bidang kearanan nuklic dan conergi nuklic (FLTHD.
Blended modul sefta penjajakan tentang dibukanya program studi manajermen nuklic periu
mendapatkan perhatian dan respon positif dari perguruan tinggi nesional. klengingat
petkermbangan teknologi nuklic vang meluas menuntut perbembangan Kuikuium pergurdzan
tingai sesuai dengan kebutuban industri, DemikBan pula pengemizangan kurikulum tentang
keamanan nuklic yang menjadi isu strabegis intornasional pedu mendapatkan perhatian secara
nasional. Perguruan tinggi juga meongharapkan kepada BAPETEM untule dapat berperan
schagal pondukung teknis (technfcs! support] penguatan cfektivitas pongawasan tonaga
nuklir, pengembangan kudkulum sekaligus kersama-sama membongun pengabdian
Imasvarakat dan sosializasi keselamatan dan Keamanan nuklic Baik kepacda mahaziswa
IMAUREUR mEasyarakat umlin.
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Potensi dan Permasalahan
1. Potensi

- & %
. R b

FPengembangan Peraturan dan Standar Ketenaganukliran

BAFETENM telah menerbitkan berbagal peraturan penindang-undangan dalam bidang
ketenaganukdiran cukup banvak dan herkualitas. Hamun demikian masih banyak standar
intarnasional kesalamatan dan kearmanan nuklir tarkin yang balum diadopsi clah BAFPETEM.
Kondisi ini merupakan psluang BAFETEM untuk terus mangembangkan parumusan paraturan

parundang-undangan katanaganukliran yang lebih lengkap dan labih barkualitas .

2. Penguatan Kerjasama Internasianal untuk Peningkatan Infrastruktur Fengawasan

dan Kapasitas 50M Pengawas Tenaga Muklir

Cengan adanya penilaian Radiation Safety Information Managemenf Systerm (RASIM
IAEA, tarhadap kinera infrastrukiur pengawasan, BAPETEN bBerada dalarm paringlat 8 oi Asia
pasifik, et penilaian [AEA terhadap pelaksanzan pengawasan safeguaras alah BAPETEN.,
maupun portisipasi pegavai BAFETEM dalam beborapa forum  penting dunia,  rraka
kepercavaan pihak intornasional terhadap BAFETEMN scrakin meningkat. Potensi ini dapat
dimanfaatkan scbagai upava meoningkatkan kualitas dan cfcktrritos pengawasan kenaga nukliv
melalui program kerasarma internazional. Dengan rmeningkatnya bantuan pendanaan untuk
infrastrukiur dan penguatan kampetensi SOM dar kerasama intermasional, maka BAPETEN
dapat mamanfaatkan bantuan terssbut untuk meningkatkan pengavesan kesalamatan dan
kaamanan nuklir. BAPETEN sudah manjalin karjasama multilataral dangan internasionel
Afomic Enengy Agency (I&EA), kerjazsama bilateral daengan Europesn Unjon (EU), Unied
Stete-Muclear Regulafory Cormmssion  [(US-NRCY, The NKoree [nstiwie of Muclear
Mororofiferefionr and  Comtrod (KINACY, wang skan menvediakan bantuan pendanaan
reningkatan infrastrultur dan kapasitas S0,

3 Penguatan Kerjasama Pengawasan di Kawasan Regional

Barlakunya Masyarakat Ekonhoml Assan (MEA) tahun 2015 dan The ASEAN Freo
Trade Are@ (AFTAY tohun 2017 berpotonsl moningkatkan arus keluar masuk poekerja radiasi
asing, bahan nuklir dan sumber radiasi ke wilayah Indonesia. Hal ini berdampak pada
meningkatiya pekerja radiasi asing, babhan nuklie dan zat adioakdd keluar masuk wilyah
Indunesia, sehingga berpotens untuk meningkatkan obyvel pengawasan BAPETEN, Dengan
kondisi ini, maka BAPETEM perlu meningkatkan dan memperbuat kerjasama antar kawasan
regional untuk mengantisipaai berlakunya perdagangan bebas kawasan MEA dan AFTA yang
akan diperkuat dengan pencrapan fedosesia Mationa! Single Window (INSW) yang sedang

menjadi prisvitas nasional. Dengan alasan ponting terschut diharapkan dapat meningkatkan
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pandanaan BAPETEM untuk rmemparsiapkan infrastruktur panarapan INSW vang labih efaktif.

sarta penguatan karjasama pengawasan kawasan regional.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan dan @ntangan pembangunan di bidang penpgawasan tenaga nuklir
dalam 3 {lirma) tahun mendatang adalah sebagai berikut;

1 Peraturan dan Standar Ketenaganukliran belum memadai

Selaras  dengan  perkembangan pebbsansan pengawasan  ketenaganukliran,
peningkatan standar koselarmotan dan kcamanan nuklic intemasional, perubaban peraturan
parundang-undangan nasional terkat, maupun perhatian para pemimpin dunia terhadap
rmasalah keamanan nukdir glakal, maka BAPETEN pedu melakukan reviu terhadap UL Ha, 10
tahun 132597 tentang Hetenaganukdiran yang belum rengatur selrub ingkup pengawasan,
BAFPETENM juga perlu merumuskan Rancangan Undang Undang Keamanan KNuklit, Dengan
tersedianva dua Undang-Undang tersebut maka dibarapkan pengawasan ketenaganukliran
menjadi lekih ofcklif dan optimal.

Untuk meningkotkan ofcktivitas pongawasan kotocnagoanuklivan scsuai dengan prokick
imtermasional, dip2riukan Kebijakan stratedi nasional kesslamatan dan keamanan nuklic. yang
dapat digunakan sabagal pedoran kamanterian dan l=mbaga terkait serta masvarakat dalam
menyiapkan program keselamatan dan ksamanan muklie sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi rasing-rrasing pihak. Dangan adanya kebijakan strategi nasional kasalamatan nukliv
maka paran BAFETEM dalam menciptakan kondizi kesaelamatan dan keamanan nuklic di
Indaonesia dapat lanmujud.

Semakin  meningkatnys  pemanfaatan kEnage  nuklir dalam  berbagai bidang
permbangunan, meka penyelarasan regulasi dengan standar sangat diperlukan sebagai
peramar@En mute produl, Senentara itu, standar  nasional  Indoenesia i bidang
ketenaganubkliran masih sangat kurang. Dalam infrastroktor moto yang tertuang di REIMBN
2015 — 2018, maka setiap requlator diamanatkan untuk meningkatkan jumlah regulasi teknis
sotiap produk dan morunwuskan standarisasi produk vang bersangkutan. Juga nemberikan
jarminan rmutu bagi produk di dalam negeri danyang akan di ekspor, dalam bentuk standansasi
yang telah divji di lsboratoriumtlemmbaga inapeksiflembaga senifikasi vang terahkreditasi.
Sebagal pengavas. BAPETEN dibarapkan dapat mengawasi Larang-harang beredar dipasar
dalam negeri dan memberikan sanksi sesugi dengan perairan perundang-undangan yang

berlaky.

Tantangan—1 :
Meningkatkan Kuoalitas dan Koantitas Peraturan dan Standar Keselamatan dan

Keamanan Mukliv vang Selaras dengan Peraturan Nasional dan Standar Internasional,
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2. Kondisi Keselamatan Radiasi Lingkungan belum sesuai yang diharapkan

Galah satu tujuan pengawasan ketenaganukliran adalabh memberikan pariindungan
lingkungan hidup dari dampak radickgis seluroh kegiatan ketensganukliran. O lapangan
masih banyak permasalshan yanpg kita jumpail sepert; belum tersedianya instalasi Disposal
rpembuangan) Limkah Radicakit (LRAY dekat permukaan; belum terkelalanya limbah
TEMORER, serta belum sinkronnya kebijpkan pengelolaan dan permantavan lingkungan i
tigkat pusatl dan dasrah terkait keternaganukliran, Cengan demikian BAPETEN perlu
rmemyiapkan infrastroktur pengawasan limbah radicaktif dan limbabh TEMNORM, maupun
pengomwasan terpadu dengan instansi torkait dan pemerntah dacrah dalam pengelolaan dan
perantauan radizsi ingkungan.

Calam bal pelaksanaan pengawazan radiasi ingkungan ini. BAPETEN juga belum
melaksanakan pengwazan Sumber Radiasi Pengion (GRPY pada PLTU, Relum melakukan
montonng  radinaktivitas  ingkungan nasional secara omine dengan AesEtonal Dafabase
NManagement Sysbemn (ROMS) masih terbatas i Yogyakara, Bandung. dan Serpong.
Semeontora kawasan regional mencanangkan pemantauan rodidoaktivitas lingkungon socara
terpady antar negara di kowason Asio. Dengon demikian moka pongawasan SRF perlu

dilaksanakan dan infrastruktur sarana pemantauan radiakiivitas lingkungan peru ditingkatkan.

Tantagan-2 ;
Menguatkan Koordinasi dan Meningkatkan Infrastruktur Pengawasan dan Pemantauan

Keacelamatan Radiasi Lingkungan.

a3 Infrastruktur dan SDM BAPETEM belum memenuhi Perkembangan Kemajuan

Teknelogi Muklir

Perkembangan teknologi nuklic semalkin majuy, terutama feknolog reaktor nuklic dengan
rmeningkatkan desain keandalan dan keselamatan sistern. Pads telmiologi peralatan radialogi
juga semakin canggih dan beragam. Oi Indonesia - pemanfaatan febmologi noklic telab
mengikuti  perkembangan teknologl dan kebutuhan, schingga porlu diimbangi dengan
permenuhan infrastruktur vang memadai dan S0 pengawas yang berkompaten-

Dalarm bidang energl nuklir, Badan Tenaga Nuklir Masional {(BATAMY nwerencanakan
untuk membangun FReakdor Daya Non Eomersial (RDNED menggunakan teknalogi  High
Temperafure Cas-Coofed Reacfor (HTGR) dengan dava 10 MWTh atau 3 MIWE, Sedanghan
PT. INUKI [Industri Muklir Indonesia) juga mempetimbangkan untuk menggunakan teknologi
Agueaus Homogenenus Reactor [BHR) schagai salah satu opsi dalam produksi radisisotop.
Cengan ditetapkanmya teknologi HTGR dan AHR yong tergolong teknelogi baru 68, maka
BAPETEN harus rmompersiapkan infrastruktur pengawasan PLTH kormersial; mclakukon
katjasama dengan badan pengaveas negara lain vang mamanfaatkan telnologi HTGR dan
reaktor produksi radisisotop yang menggunakan eknologi AHR.
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Untuk melaksanakan UL Na 170 2007 manganai Kebijgkan Enargi Masional (KEN)
terkait PLTH, parmarintab malalui ES0ON juga mempersiapkan buku putin untuk pembangunan
PLTH 2000 MWe. Pengawasan pembangunan dan pengoperasian RONK, PLTN kormersial,
maupun reaktar produksi radioisotop i hamas dilskukan pada seluruh tahap yvang mencakup
remilihan tapak, desain, kenstruksi, komisioning, operasi, dekomisioning, sampeai dengan
pembebasan dan pengaweasan,

Calam Bidang kesehatan, petbembangan pesat telmologi peralatan medis yang
bBotbasks  radiasi soperi  Tomoferapd,  Gatenakaife, Posifon  Emiesion Tomograpfy
Computerized Tomograghy (FET CST), maka BAFETEM harus rempersiggpkan infrastrulbd ur
pengawasan rodiasi di bidang keschatan vang mutakhir.

Parrmasalabhan lain yany dikadapi BAPETEN adalah penuaan hampir seluruh instalasi
nuklir BATAN, sehinggs penguasaan tentang Semairing Life Time Assessiment (FLA) terpady
dalam agetg manageren! perlu dibkuasai oleh para inspekiur instaksi nuaklir,

Tantangan-3 :
Merningkatkan Infrastruktur dan 3DM Pengawasan yang sinergi dengan Perkembangan

Pradram PLTN. Teknaladi Fasilitas Kesehatan, Penuaan Instalasi Muklir BATARM,

4, Pemenuban Persyaratan |zin dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Keselamatan

Muklir Masih Rendah

Gasuai dengan ketentuan kaselamatan radiasi Internazional, BAPETEN talah mambar-
lakukan ketentuan kesslamatan radiasi melalui pembarlakuan uji kelayakan paralalan radio-
grafi industn, uji kesesusian untuk pesawat sinar-X medis, pemberiakukan pembatas dosis,
sertfikasi bagi peltugas yang mengoperasikan.

Pembrerlakuan ketentuan diatas felab berdampak terhadap penurunan kemampuan pe-
rmohon izin memeanuhi persyaratan izin, misaliya pesawat sinar-X belum menjalani oji ke-
sasUaian, peralatan radiografi belum disedifibasi. belum adanya petugas yvang memiliki serti-
fikat keahlian. Marmun demikian berdasarkan analisis penyebak ketidakmampuan pemaohon
izin dikarenakan terbatasnya laboratariom uji, lkmbaga pelatihan untuk petugas baik operator
maupun proteksi radiasi, laboraterium dosimetri yang terakreditasi, kurangnya S0OM yang
dipsriuban dakm bidang kesehatan dan indostr (Fisikaoesan Medik, Petugas Proteksi Radiasi,
Pemga: Keamanan Sumber Radisalkdil, Petugas Dosimetn,. Epesialis Radiologi, Tenaga Ahli,
Personil Pangujiy, torboatasnya laboratorium kalibrasi untuk memenuhi ketentuan kesclamatan
dan cfektivitas pengawosan tenaga nuklir.

Dalam hal pengowason keselamatan instabasi nukliv, beberapa isu yang menjadi tanta-
ngan adalah penuaan instalasi nuklir vang sedang beroperssi, rencana permkangunan Reaktor

Caya Mon-Komersial, terbatasnya lembaga sertfikasi untuk Kemponen yang penting untulk Ke-
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salamatan. supenisonoparator reaktor days, dan terhatasmya panyadia jaza tekniz {Technical
Suppar! Qrgarization.

Rendahnys pemabaman puklik terhadap peran BAFPETEN dalam mewujudkan kondisi
keselamatan dan keamanan nuklir bagi pengguna tenaga nuklir untuk berbagar bidang
rembangunan, bak bidang energi (PLTH, RDOWK, RPN, kesehatan (Radiodizgnostik,
radinterzpi. kedokteran muklicy, lingkungan {(imtah radioaktif, NGEM dan TENCGRR, Rona avwal
lingkungan, industt dan perdagangan, Sesuai dengan amanah RPJMMN 2013-2019 Sosialisasi
kosslamatan  dan  keamanan  permanfaatan tenaga  nuklic,  basil pengawasan tentang
kasclamatan dan keamanan nokliv perlo disinergikan dengan upaya peningkatan pemahaman
tontang pentingiyn  permanfaatan tenaga nukliv. Dengan demikian scluruh masyarakat, para
permangku kepentingan dapat memiliki permabanan dan persepsi vang sama untuk rrendonang
penepatan pemanfaatn 2raga nuklie vang nenrenuhi Kaidah ketentuan Keselarsatan dan
keamanan nuklic yang ada.

Tantangan—4 :
Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Permenuhan Persyaratan Keselamatan

dan Feamanan Muklir untuk Jaminan Kaselamatan Pasisn Radiclogi.

5. Infrastrukiur Keamanan dan Kesiapsiagaan Muklir belum Mamasdai

Dalarm bBidang pclitk dan keamanan, maka kaarranan nuklic dan  safequsrds
merupakan isu stratagis global yang zaat ini menjadi parhatian para pamimpin dunia yang
dizampaikan dalam KTT W55, 1su strateqiz terkait dengan ssfeguards talah dibahas pada
peremuan Aon-Profifsration Treaty (MFT) dan ditindaklanjuti oleh sstiap NPT counfry.
Sekbagal negara kepulauan penyelundupan barang, termasuk bahan nuklir dan zat radioakbf
melalui pelkbuban Bt dapat tefadi. maka periy dilkkukan pemantadan uniuak mencegah
adanya penyelundupan melalui titik-titik masuk ke wilayah Indonesia. Indonesia dipandang
sangat ravan terhadap terorisme yvang dapat memanfaatkan bahan noklic atau zat radioaktif
schagoi bom kotor vang mempunyai dampak radiasi vang membahayakoan koagi mosyorakat.
Perkembangan kerjasama regional dalam bidang kesiapsiagaan nuklir secara terpadu pasca
kecelakaan Fukusima menuntut peran sertas BAPETEM untuk meningkatkan  Infrastoolktur
keamanan dan kesiapsiagaan nuklir sekaligus meningkatian keberhasilan program fadonesia
Center of Exveaifent for Nualfear Sagurty and Emeargency Preparednes (I-CoNSEF), BAPETEN
sciragai koordinalor nasional Program FCoMSEP perlu mwlakukan pembingan tocknis otau
polatihan bagi para perangku keponbingan guna  meningkatkan kapasitss S0OM dan

penguatzn infrastruktur untule keamanan dan kesiapsiagaan nubklir.

Tantangan—=5 :
Meningkatkan Infrastruktur Keamanan dan Kesiapsiagaan Muklir Nasicnal.
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8. Kerjasama Regional belum memadai

Tarkait dengan bidang ekcnomi, barlakurya MEA-Tahun 2015 dan AFTA tahun 2017

kerpotensi meningkatkan arus keluar masuk pekeges radiasi asing, bahan nuklir dan sumber

radiasi ke NERI. Unluk meningkatkan efektivitas pengawasan tenaga nuklir menghadap

kerlakurya MEA dan AFTA, maka kergasama antar badan pengawas kenaga nuklir di kawasan

Azogn dan ASIA perly ditingkatkan, Dengan adanya Kerpeamea tersebut, maka antar Badan

Pengaveas dapatl memamakan persyaratan pekbetja radiasi antara lain petudas  protelsi

radiasi. radiografi industri yang banyak diperlukan oloh setiap Megara, sehingga Z18 atau

lisensi pohedo radiasi torschut dapat digunakan bersama.

Tantarngan-5 :

Meningkatkan Kerjasarma Pengawasan Tenaga Muklir di Kawasan Regienal.

T Indeks Kesanjangan Kempetensi SDM BAPETEN masih cukup besar

Jumlah S0OM BAFPETEMN soalt ini scbamyak kurang lebih 413 pegowal untuk
mclaksmnakan  tugas  pengawasan  kokenaganuklican di onit kerje toknis
kedaepmian maupun melaksanakan tugaz kesekretariatan di ngkungan unit kerja
kessstarmaan, Talok ukur pemenuban SOM berdasarkan standar kels dunia
adalab indeks keserjangan kompetensi S0M yvang terdivi cdan kEompetensi
tanaga evaluator dan inspakiur (prangavwas radiasi);

kompetanzi tanaga auditor;

kompsetanzitenaga programmar, parencana, pustakawan, arsipariz.

d. Sarana Prasarana Pengawasan belum optimal

Pengawasan tenaga nuklir vang ef=ktf harus didukung oleb sarana dan prasarana

yang memadal. Kelemahan BAPETEN terletak pada ketersedizan sarana prasarana dan

perman@atannya vang belum optimal sehingga perlu mendapat perhatian manajemen, yatu:

Paralatan utama sistem pangawasan (Alutsivas) balum dioptirmalkan;
Labaratarium pandukung belum mamanuhi standar |AEA,;

Ruang kendali kadaruratan nuklir nazional belum memanuhi standar 18REA.
maupun badan pengawas negara lain;

Peralatan teknolom nformasi dan komunikasi (TIKY untuk pengembanpan s-gov
belum memadai;

Gedung dan peralatan lismik belum memadai,

4. Pelayanan Pengawasan Tenaga Nuklir kelum memenuhi Harapan Masyarakat

Pelavanan prima pelaksanaan pongawasan tonaga nuklir sangat penting dan menjadi

program pricritas refarmasi birckrasi. Pelavanan pengawosan yang dilokukan BARPETEN
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temyata belum mamanuhi harapan rrasyarakat sapanuhnya. Janis pelayanan pangawazan

terzabut meliputi:

. Pelayanan perzinan belurm semuanya onfite dan reskime:
. Pelayanan Informasi Publik belum memadai;
. Pelayanan pemkingan peraturan dan perizinan belum wptimal;

. Pelyanan masvarakat untuly kebutuhan keselamatan dan keamanan (peralatan
dan petrantauan) belum menadal;
" Pelayanan sebagai Fendukung Teknis Pangawasan (TS3) balum efekdif.

10, Pelaksanaan Sistem Manajemen belum optimal

BAPETEN telah menyusun dan meneraphkan

Sistam Manajemen BAPETEM (SME) yang mengacy pada beberapa standar sistem
manajemen  muty,  walkupun Begity o mesib terdapat  kendala  inkonsistensi dalam
penerapatnya. Hasil identifikasi penmesalahan terhadap pelaksanaan SME tersebut adalah
schagoi berikut:

. Peterapan SMB Behnm memanuhi standar [AEA:
. Milai Refurrrasi Birekrasi riasih rendah:
. Belm tersedianya pendekatan pengavwasan tenaga ruklic:

' kaordinazi pangawasan antar instanai pangawazan balum tarlaksana.
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2.4,

BAB ||
¥ISI. MISI, DAN TUJUAN BAFETEN

Visi dan Misi

Berdasarkan tugas pokok, funpsi, wewenang, permasalahan dan tantangan yang telah

divraikan di BAB 1, meka dietapkan Wisi dan Misi BAPETEN pada tahun 2015 — 20M9 vang
selaras dengan Visi dan Misi Presiden Rl sebagal berikut;

Vizi BAPETEN:

" Menjadi Badan Pengawas Tenaga Muklir kelas dunia untuk mewujudkan kendisi

keselamatan dan kearnanan nuklir serta meningkatkan daya =aing bangsa"®

Pen] Visi:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Kelas dunia o dalam pelayanan masyatakat, proses

Bisnks dan mamajemen kualitas; adrministrasi dan akuntabilitas, pensrapan tebmologi;

inovasi; kompetens dan pengembangan S0OM; budaya organisasi; dan kepemimpinan.

2. NMewujudkan kendisi keselamatan dan keamanan nuklir

Seluruh peraturan ketenapanukliran yang dihasilkan harus harmonis denpan standar
kesalamatan dan kearmanan nuklir inkernasional;

Seluruh kegiatan  pengavasan  ketenaganukliran  dilkkukan ok mesujudian
ketartiban dunia dan rmenciptakan skosistem Keselamatan dan kearmanman nukliv global;

3. Meningkatkan daya saing bangsa :

Mcningkatnys poran serta organisasi dan tonago ahli BAPETEN di kawmsan regional
dan intcrnasional dalam meningkatkan keselamatan dan kearmanan noklie untuk
melindungl para pokerm, masyarakat dan ngkungan hidup dari seloruh kegiatan
ketenaganukliran:

Kerrampluan rasienal menghasilkan produk barang dan jasa dalam kidang
keteraganukliran yang memenuhi standar keselamatan dan kearmanan nuklic, sesuai
dangan zkandar inkernasional, sehingya ungoul dalam menghadapi pazaing;
karmampuan nasional dalam manghadapi segala tantangan dan ancaman keamanan

ruklir di tingkat regional moupun intecmasional;
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Mizi
Misi BAPETER:
1. Meowujudkan dan melaksanakan pengawasan ketonaganukliran kelas dunia scsuai

doengan standar internasional;

Fa

Mewajudkan pemanfaatan tenaga nuklic vang aman, selanat, dan tenteram dalam
rmeningkatkan dayva saing bangsa:
3. Mewujudkan budaya keselamatan dan kearmanan nuklir nasional sesuai dangan
kapribadian dan karakler bangsa;

4, lMelakzarakan rafarmaszi birokrasi pangawazan kstanaganukliran

2.2. Tujuan BAPETEN
Dengan Yisi dan Misi tersebut di atas, maka seluruh sumber dayva BAFPETEN diarahkan

secara efektif dan efisien untulk membangun  pendawasan ketenaganuklitan Kelas dunia,

sehingga ekesistam keselamatan, ksamanan dan Ketentraman nasional dan global Jdapat
divujudkan. Oongan demikian bujuan BARETEN 2015 — 2019 vang ditetapkan untuk mencapai
vini dan misi BAFETEM zdalah sebagai berikut:

1. Melindungi peokega, mosyarakat dan lingkungan hidup dari bahaya rodiasi yang
runglkin timbul dari kegiatan ketenaganukliran untuk mencapei kondisi keselamatan,
kearmanan dan ketentrarman;

2 Menjamin keamanan bahan nuklic dan sumber radicabtit vang keluar masulk wiloyah
kodaulatan MERI dan moncocgah terjadingag penyalahgunaan wang rmormbahayakan
bagi pekerja, masyoarakat dan lingkungan hidup;

3 Meringkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan  ofektbivitas  pongawasan
ketenaganukliran;
4. Menurunkan  tingkat  kejadian nuklic di Indonesia  dengan pererapan badaya

kesalarnatan dan keamanan nuklic aleh peketa, arganisasi dan pamangku kepentingan
tarkait tanaga nuklir bardazarkan kepribadian nasicnal,

=3 laningkatkan raformasi birekrasi pengavwasan katenaganukliran ya ng efekif

2.3. Budaya Organisasi
Calam melsksanakan tugas pokok dan funpsinya. setap anpgota crganisasi
harus meyakini, mensrapkan dan atau mempunyai niki-nilai luhur yang menjadikan
serrangat dalam berkarya sebagai baricut:

Mandiri Kami manjunjung tinggi kamanditian, baik sacara kelambagaan.
organisasi, maupun individu. Dalam scmua hal wang berlkaitan
dangan pekerjgan pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran, kami
babas dalam sikap mental, dan penampilan dan gangpuan pribadi,

elkstern, danfatau organisasi yvang dapat mempenganhi kermandirian,
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Integritas

Prafezionalisme

Transparan

Pelayanan Prima

Unggul

22

Farni mambangun nilai intagritas dangan barsikap jujur, obyaktif, dan

taqgas dalam menarapkan prinsig, nilai, dan keputusan.
Kami matmiangun nilai profesionalisme dengan mencrapkan prinsigs

kompchken, kchati-hatian,  kclelition,  don kecernatan,  sera

Berpedanan kepackh standar yang berlaku.
Farsi reenjunjung Snggi keterbukaan infarmasi kepada masyarakat

ferhadap hasil kegintan pengawasan Ketenaganukliran.
Fami membangun pelayanan Kepada pengoauna dan  mmasyarakat

dilakukarn  sesuai dengan standar pebyanan dan semantiasa

berupava untulk meningkatkan standar torschut
Wanjadi acuan atau rujuksn bagi badan pengowas negara lain dan
unggul di bidang terentu vang diakul secara internasional sera
tetjalin internasionzl

karjasauma regional  dan untuk  berbagi

keunggulan fersatbut,

2.4, Sasaran Strateyis BAPETEN

Sabagai banuk penjabaran Tujuan BAFETEM, rraka ditatapkan 3 (Tiga) Sazaran

Strategis untuk mencapai visi dan misi BAFETEN adalah sebagai berilkut

Mo, | SASARAN STRATEGIE INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1. | Poncapaian Kondii Indeks angka kojadian kesclarmatan nuaklir oF
Keselamatan, Kearmanan, | (skala INES:1 -7
dan Safeguards Muklir di | Indeks Kepuasan Masyarakat idar skala 4) =]
Indenesia sesuai dengan | ymian kejadian keamanan nuklir yang 0
Srandar Imernasional signifikan
Jumlah Easus penyalabgunazan bakan nukliv 1]
Tingkat kesesuaian pengawasan Jafegiards 100
BAPETEN dengan hasil pengawasan |AEA
2. | Meningkatnya Kepatuhan | Prosentase pehkera radiasi yang menernima Loy
Ponogouna Terhadap dosis radiosi lchkih dari 1 mSy (94
Peraturan Perundang- Tingkat pelanggaran penpguna terhadap <5
urdangan ketentuan keselarratan, keamanan dan
Ketenaganukliran safeguards (%)
Indcks kepuasan pengguna (dari skalka 4) 3,5
3. | Maningkatrya Kualitas Tingkat kualitas akuntahbilitas kinarja (LAKIF) &
Kapasitas Kelembagaan (dari skala A8
BAFETERN Indeks Refarmasi Birokrasi B7
[Skor 1-1000
Cipini atas Laparan Kauangan WITP
Indaks Profazional &5 (Skor 1-100) aa
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25. Peta Strategis BAPETEN

Sasaran Strategis yvang sudah didefinisikan di atas memiliki ksterkaitan  dan
kemampuan untuk saling mendukung demi fervujudnya visi dan misi BAPETEN. Guna
mengkomunikasikan  strategi  kepada seluruh  elemen dalam  organisasi, BAPETEMN
memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke datam peta strategi
berikut :

Sistom inspeksi dan
penegakan hukum
yang efektif

Sistern perizinan

yang efektif

standar internmsicm|

Hasil Esfian dam rurmuwsan
welijskan pengowasan
hetenaganukinan dan sndsl,
heachiiaditas dar eravantasican Nasional yang Unggul

Infrastruktur Keamansan
dan Kesiapsiagaan Muklir

www.peraturan.go.id
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BAE Il
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGHKA REGLLASI
DAN KERANGHKA KELEMBAGAAMN

341, Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arab ksbijakan pembangunan pengawasan tenaga nukdic dilaksanakan dalam rangka
rrevaljudkan visi dan misi pembangunan nasional yang dicanturskan dalam BRIMN periods
2015 2012, yvang dalkm 2 ‘semibilan) agenda pristitas permbangunan vang dissbut HAAKE
CITA, sakaggi berikut:
1. Menghadirkan kembali Megara ontuk melindundgi scgonap bangsa dan memborkan rasa

arman pada ecluruh warga Mogara (Ferkuat poran dalam kerjasama glebal dan regional),

I3

Membanoun tata kekla pererntahan yang bersih, efektif demokratis dan tergercaya

(mermbangun transparans dan akuntakilitas kinsrja pemerintabl,

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan mermparkiuat dasrab-dazrah dan desa dalam
karangka Megara kesatuan (pangurangan  ketimpangan antar kelompok ekonomi
rmasyarakat),

4. Marmparkuat kahadiran Negara dalam malakukan refomasi sistam dan penagakan hukurr
yang bebas korupsi, berrartabat dan erpercaye (pemberantasan narkotika  dan
psikotropika),

S Meningkatkan hualitas hidup manusia Indonesia (pembangunan kKesehatan Khususmya
pelakesanzan program Indonesia sehat},

B Meningkatikan produbtivitas rakyvat dan daya saing o pasar infernasional (peningkatan

kapasitas inovasi dan teknaleai,

=4

Mewujudkan kemandirian ckonomi dengan menggerakan setor-scklor strotegis ckonomi
donmestils.

Mealakukar revalusi karakter bangza, dan

Mermparteguh Kebhinskaan dan memperkuat rreborasi sosial Indonesia,

Strotegi poronconaan pongawasan poemanfaatan benaga nuklic ini didasarkan pada
RPN 20152018 kHdang ilmu pengetshuan dan keknologi kKhususnya pada Foningkatan
Cukungan lptek Bagi Daya Soing Scktor Produksi, pambangunan iptek yang salah satunya
diarahkan pada Lavanan  Pengawasan Tenaga Huklie yang  mepcakup  pengawasan
perrarfaatan penggunaan tenaga nuklic di industri. pertanian. kesehatan, dan energi

Dalam upaya mevajudkan kandisi kesalamatan dan kearmanan nukliv di Indonasia
garta rmemparkual koordinazi pancapainya. maka kebijakan dan strateqi keselamatan dan

keamanan nuklir, dan kerangka regulasi dalam RPJMM 2071532019 maliputi:
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Keselamatan Nuklir

Paningkatan Infrastruktur Kesalamatan Radiasi di bidang Kesahatan;

» Pomberian insentif kogi petugas fieikawan modil, potugas protoksi rodinsi bidang
keesehatan, tenaga spesialis radinlogi untuk dasrah kawasan tedinggal;

»  Pepetapan standar Diagnostic Reference Lewe| (DRL). pengembangan data base
AAosis pasien, untul iujvan peningkatan opimasi proteksi radiasi terhadap pasien;

» Panyediaan infrastruktur: (1) laborstodum evalugsi pamantauan dosis paorangan;
(2) labaratorium kalibrasi alat ukur radinsi dan keluaran peralatan rodiotcrapi yang
rmemadai haik pada s2gi kuantitas Jumiah) maupun kuzlitas (kapahilitas).

Peningkatan Infrastrukiur Keselamatan Radiasi di bidang Lingkungan Hidup dan

kehutanan,

» Feonctapan kebijakan Amdal instalasi nuklir dan fasiltas radiasi di tingkat pusat yang
harmonis  dengan kebijakan  Amdal dacrah, mehklui porunwsan hamenisasi
kckijakan pusat dan dacrah;

+ Penyusunan kebiakan Amdal serds pedoman pembuatan Amdal  untuk
pertamizangan mineral radicaktif,

Peningkatan Infrastrubdur Pengawasan Tenaga Muklir,

» Pangawasan tanaga nuklir untuk rrelindungi para peketja, pasien dan masyarakat
zarta lingkungan hidup dari bkahaya radiasi yang dilakukan terhadap fazilitas
kezahatan dan industri, pangawzzan terhadap NORM-TEMCRM dan lingkungan,
pengawesan persiapan pembangunan PLTH dtermasuk berpartisipasi dalam prases
Muclear Energy Frogramme implementng  Organizaton!MEPICY,  pengawasan
tarhadap instalasi dan babkan nuldir, dan koordinasi kesiapsiagaan dan kadaruratan
nuklir;

« UL No A0 Tahun 1857 tentang Ketocnaganukliran, mengamanatkan penyusunan
peraturan, polayanan porigingn, pelaksanaon inspeksi dan penegakan hukum, dari
aspek keselamatan, Kearanan, safequards nuklie svang dilzkukan berdasarkan
stancar pengawasan teraga nuklir dunia vang pelaksanaanya oleh Regulatary
Technical Support Organization (RTSO).

Pangambangan Infrastruktur Keselamatan Muklic dan Radiazi di bidang Enargi, Industri

Muklir, dan Sumber Daya Mineral Radioaktif;

Penguatan kapastas dan Kualtes Sumber Daya Manusia di bidang Keselamatan

Muklir;

Pengembangan Infrastruktur dan Kapasitas Kelembsgasn di kidang Keselamatan

Huklir dan Kadiasi errasuk Jaminan Muti dan Budaya Keselamatan);

Penguatan Sistern Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Nukdir (KEN];
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3.

Pangambangan Infraztruktur kKezalarratan KNuklir dan Radiasi di bidang Perdagangan
dan Transportasi;

Pengembangan Infrastruktur Keselametan Radizsi di bidang Fangan/Pertanian.

Calam ranpgka pelaksanaan amanet UU NeiO0 Taban 1997, BAPETEM akan

rmelaksanakan:

1.

Pengawasan Fasiltas Kesehatan dan  Indusirl, wvang  dilkksamakan  melalui; (1)
penyelenggaraan  inspeksi terpadu; (2) perbaikan omekanisme  perizinan bidang
koschatan; ¢3) ainkronisasi kehiokan biayva terkait perizinan; dan (4 sinkronisasi
pongawasnan untuk peralatan dan fasiltas keschatan baru (toermrasuk BRCT). Uintuk itu,
secara bertahap akan ditingkatkan Ketersediaan infrastruktur pendukung pengawasan
Berupa kembaga pelatiban petugas prateksi radias (FPR);

Pengawasan Techinofogicali~Enfranced, Mafural-Cooiriing  Radicaeiive  Aaterfal
CTEMCRRT waitu raterial ikutan radioaktif dari hasil proses industri perdambangan dan
migas, pencucian kapal, dan lain-lain,

Fongawasan Forsiapan Perbangunan PLTH, yang meliputi penyusunan poraturan,
pervalendoaraan parizinan, dan pelaksansan inspeksi. dan berpartisipasi dalam
proses-proses MEFO,

Pengawatan Instalasi dan Bahan Muklir vang difokuskan pacda kesslaratan dan
ksamanan komponan dan sistam dan aspak ageing managatmant. pesiapan
dekomisicning, limbah radinaktif dan radioaklivitas lingkungan. Di samping itu perdu
diantisipasi pengambangan sistarm pengawsasan untuk instalazl desain baru zeparti
Agueows Homogeneouws Regcior (ARR] dar High Tempergiure Gas-Cooled Reactor
fHTGR,).

Koordinasi Nasional Fesimpsiagaan Muklir,

BAFETEN sebagai Mafiona’ Comtact Foimt (AEA untuk pelaksanaan konvensi Sanly
Matification of Muciesr Acciden! dan korvens Assfsfance in the Case of 8 Muolear
Accident or Radiclogical Emergency memfokuskon kegigtan pada poningkatan
kormpetensi S0OM dan penguatsn  keordinasi nasienal bersama BHPB  untulk
mengantisipasi adanya kejadian dan kecelakaan nuklir di Indonesia, sefta merviapkan
infrastruktur kesiapsiagaan nuklic vang diperiukan;

Pengawasan di Bidang Ensrdi, Industri Nulkdit, dan Sumber Daya Mineral Badioaktir,
Koordinasi pengawasan di bidang oncrgi, industri nukliv, dan sumber dava mineral
radicaldif yang pclaksanaannya mclibatkan YL pemerntah tedkait, dilaksanakan antara
lzin demgan: (1) penetapan meokanisme porizingn ketenagalistrikan terkait instalasi
nuklir; (2} ponctapan mckanisme scriifikat penerapan Sistem Manajorncn Keschatan
dan Kesslamatan Kerja (SME3 terkat instalasi nuklic; 03 pelaksanaan inspeksi
rerpaciu untuk S3K non-nuskear island; (4 penetapan mekanisrme perizinan bangunan
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khuzus; {8} penstapan petrizinan usaha jasa konstruksi; (5] panatapan makanizma
sartifikat laik fungsi dari Kapala Daarah, {7) penetapan makanisma perizinan hak atas
Enah; dan (&) penstapan mekanisme perizinan terkait penanaman modal asing;

2. Pengawasan di bidang Ekspor-lmpor dan Transportasi. Koordingsi pengawasan di
kidang ekspor-impor dan transporasi vang pelaksansannya melikatkan KL pamerintah
erkait. dilaksanakan antara lain dengan; (1) pengembangan mekanisme perizinan bagi
pendgitim dan penetima Zat radioaktif tertkait keharmsan memiliki Zin pemanfaatan; 2)
peningkatan  koordivasi pengawaszan bidang  ekspar-imper baban nuklie dan zat
radioalktif, scrta poralatan terkait nukliro don peoningkatan koordinasi pongawasan

kidang pengangkutan zat radicaktif dan strukbor, sistem, dan komponcen beban barat.

1.2, Keamanan MUkl

Peningkatan kearmanan nuklir akan dicagai melalui;

Pengembangan Infrastrukiur Keameanan Infarmasi,

Fonguatan Sistem keamanan Sumber Radiogktif (Protcksi Fisik.
Fongembangan Upoya Doteksi.

Pergembangan Lipaya Respons.

Penguatan Sisbem Safeguards,

Penguatan Manajgmen Kearmanan Muoklir.

Pangembangan Makanisma Koordinasi Pengavsasan.

Pangembangan Dokurran Ancarman Keamanan Wuklic Nasicnal.

e o

FPangembangan Upaya Panangkalan Keamanan Muklir.

3.1.3. Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Tenaga Mubllir

Hasil pengawasan tentang kesslamatan dan keamanan nuklic disinergikan dengan
Upaya peningkatan pemahaman tentang penting- mya permanfaatan tenaga nuklr, Dengan
demikian, saluruh perrangky kepentingan dapat rmemiliki pemaharan dan persepsi yang

sama untuk mondorang percepatan pemanfaatan tenaga nuklir.

3.1.4. Kerangha Regulasi

Calam 2 (ima) tw@hun ke depan peraturan perundang-undangan  dalame bidang
ketenaganukliran yvang akan disiapkan oleh BAPETEMN meliputi penyvusunan, (17 Rancangan
Undang-hmdang tentang Kocamanan Muklir yang sudah dimasukan dalam urutan priontas
Prolegnas; (23 Armandemsen UL MWe. 10 Tahun 1997 tentang  Keotenoganokliran, (3
Ponyusunan  Rancangan  Perabran Presiden  tontang  KMeobijakan  Stratcgi Masional
Kesclamatan dan Kearmanan Muklic; (4} Rancangan Peraturan Pemerntah tentang Porizinan
Pertambangan Bahan Gallan HuklisMinsral Radioaktif; (S) Rancangan Perafuran Permerintah
tentang  Keselamatan Perambahan Baban Galian Nukdie 559 Amendemen Peratu@an
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Pamarintah Mo 28 Tahun 2005 tantang Parizinan Pemanfaatan Sumbar Radiasi Pangian dan
Bahan Muklir; (7 Amandamean Faraturan Pemearntah Mo .33 Tahun 2007 tantang Kesalamatan
FRadizsi Pengion dan Keamanan Sumber Radicaktif; (8) Perubahan PP 56 tahun 2014 tentang
jemis dan tanf atas jenis PMEBF yvang berlaku di EAFETEN.

31.5. Infrastruktur Mutu
Selain ity juga tercantum dalam  infrastrukiur . Khususnya sebagai lemb=aga
regufatfor diharapkan dapat
1. fMengawasi barang borodar di posar dalam negeri;
2 fAanguji mutu barang bilz dianggap perlu;
2 Marmberi sanksi sesuai dengan peraturan pemindangan yvang berdaku.

2.2, &rah Bebijakan dan Strateyi BAFETEN
Mengacu pada Sasaran Strategis dan pencapaian harapan para pihak dan pelanggan
serta lingkungan strategis dan tantangon-tantangan yang dihodapi ke dopoan maka arah
kakijokan BAPETEN 2015-201% adalah:
1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Peraturan  dan standar  kesslamatan  dan
kearranan nukdir

[

Meningkatkan koardinasi dan infrastruktur pergawasan dan pemantauan kesslamatan

radiasi lingkungan

3. fManingkatkan Infraztruktur Pengawaszan yang Sinergi dengan Parkambangan Frogram
PLTHN, Taknologi Fasilitaz Kesahatan, Penugan InztElasi Muklir BATARN

4. feningkatkan Femenuhan Ketentuan Kesslamatan dan Keamanan Muklic untuk
Jaminan Keselamatan Fasien Radiologi

=3 Meningkatkan Pemataman Masyarakat melalul Sosialisasi Peran BAPETEN dakm

Mewijudban Kandisi Kesslamatan dan Keamanan Pemanfaatan Tenaga Nuklie di

Indonesta

3 fMcningkatkan Infrastruldur Keamanan dan Kesiapsiagaan Muklicr Nasional

=~

MMeningkatkan Keda Sama Pengawasan Tenaga Muklir di Kavmsan Regional

Arah kebijgkan tersebut di atas dilaksanakan dengan strateg sebagai benkut:
2.2.1. Peraturan Ketenaganubkhiran yang Memberikan Kepastian dan Perlindungan
Hukum pada Masyarakat
L kidang peraturan ketenaganukliran, kegiatan penyusunan dan pengembangan
peraturan ketenaganukliran difekuskan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hvkum
pada rasyarakat, dengan poencapaian kinerja bompa:
1. Proscntase keotersedisan peraturan porundang-undangan  kotenaganukliron sctiap
tahun dalam kurun wakto 2018201 5;
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2. Progantaze panarapan paraturan paruncdang-undangan kebanaganukliran yang sudah

diundangkan.

3.2.2. Hasil Kajian dan Rumusan Kebijakan Pengawasan Ketenaganukliran yang Andal,
EBerkualitas dan Termanfaatkan
Setap badan pengavias o dunia memiutubkan dukungan teknis yang dikenal dengan
Regrfatory Techrnica! Support Orgamzation (RTSO), Saxt inl BAFETEN telah memgunyai
fungsi pendukung teknis yaitu unit kerja pengkajian. Foku: kegiatan kafian pengawasan
kotenaganukliran dilakukan dalem rangka mendukung perumosan kebiokan peongawasan
kaotenaganukliran, dengan capaian kinoga herupa:
1. Prasentase hasil Kajian dan data peneragan rumusan kebijakan yang dirmanfaatkan
aleh yunit peraturan, perizinan dan inspaksi
2. Prosentase makalah terkait pengavwasan ketenaganukliran yang diterbitian dalkim
publikasi imiah dibanding dengan yang dibuat.

3.23. Siztem Perizinan yang Efektif

Salah saty pilar vtama pengawasan ketenaganukliran adalab dendgan melaksanakan
pelyanan dan penerbitan Zin permanfaatan tenaga nuklie. Dalam rangka  meningkatkan
pelEyvanan perizinan penanfaatan teraga nuklic, BAPETEM telah melakukan pehingkatan
sigtam palayanan dan panarbitan izin pemanfaatan tenaga nuklir 2arta panarbitan Surat 1zin
Bekarjz (51B) Petugaz Protekzi Radiasi (PPR) dalam pemanfaatan bidang katanaganukliran
melalui parbaikan pelayanan dangan On Spot License {membuka palayanan zn "ena day
sarvice' di beberapa dasrah dan mengembangkan sistem s-feensing (pelavanan izin secara
anhne), dengan capaian kinera sebagai bankut:
1, Indeks Kepuasan Pelanggan;

2 Tingkat peryvalesaian pelavanan perizinan sewuai dengan kstentuzan.

324, Sistem Inspeksi dan Penegakan Hukum yang Efektif

Dalam rangka menjamin dan memastikan keselamatan den ksamanan pekearja,
masyarakat dan lingkungan hidup, BAPETEW telah melaksanakan  inspeksitverifikasi
keselamatan nuklir pada setiap pemanfaatan ketenaganuklivan di lapangan vang diperkuat
dengan penegakan hukum, dengan Gpaian Kinsa sehagai berikut;
1. Tingkat pelanggatan terhadap ketentuan kesclamatan, kcamanan dan safeguards;

2 Froscntasc pelaksanaan inspoksi dibanding dengan yang dircneanakan.

326 Infrastruktur Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir Masional yang Unggul
Fearmanan nuklic menjadi isu glabal dan mendapatkan perbatian sefius para permitmpn
dunia. Pemenintab Indonasia menyadan pentingnya mewaljudikan kearmanan nuklic mengingat


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1341 30

sabanai nagara kepulauan panyalundupan barang ekspor dan impor kermasok kahan nuklir
dan sumbar radiasi melalui bandara atau palabuhan laut dapat tagadi Indonesia juga
dipandang ravsan terarisne vang dapat memanfaatkan bahan noklicr untuk bom kotar yang
mempunyal dampak kahaya radiasi, sehingga perlu dilaskukan penataan  Infrastruktur
Keamanan dan Kesiapsiagean Muklir Masional, dengan capaian kinerja berupa kesiapsiagaan

nuklir dan kearmanan nuklic vang sfektif,

A.Z6. SDM yarg Profesional
Sciring dengan porkembangan teknologi nukdie wang semakin maju scperd desain
keandalan dan keasclamatan sistem pada teknologi realktor nuklir sota semakin canggih dan
Beragamnya teknologi peralatan radiologi, maka diperukan SDM pengavas yvang kampeten
dan prafesional, BAPETEN Berupaya untuk mengsmbangkan mangjernen sumber daya
manusia yang komprehensit dan rintegrasi Tingkat profesionalitas S0M pengawas dapat
divbur dengan indikator sebagai berikut;
1. Indeks Profesionalitos Aparatur Sipil Megara (ASM), yang didalamnmya termasuk Indeks
Compontency Gap;

[

Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas intemal Perserintah CAPIP.

A.2.7. Meningkatnya Kapasitas dan Kapahilitas Organisasi
Dalarm rangka mewujudkan tats kslola pamarintahan yang barsih, afaktf dan afisien
(good govermarnca dan classt goveriancs), capaian kinerja terhadap kapasitas dan kapabilitas
arganisasi capat diukur cdangan panilaian terhadap:
1. Tingkat kuglitas skuntakilitas kinena (LAKIF;
2 Indeks Integritas Pelayanan Publik;
- [nclebks Reformeasi Birokrsi,
4 Tingkat Kematangan mplarmentazi EPIF

3.2.8. Pengembangan Sistermn Teknologi Informasi dan Koemunikasi {TIK) yang bermutu

B era globalizasi dan perkembangan [T yang demikian pesat ini, maka untuk
mevajudkan kinerja BAPETEMN wang tinggi sesuai dengan wisi BAPETEN =sehagai badan
penganas ketenaganuklian kelkas dunia, diperukan dukungan tersedianya teknobogi infrmasi
dan komunikasi yang betbasis pada egeremmen! vang handzl dan terintegrasi.

BAFETENM secara khusus berupaws untuk mengoptimalkan poemanfaatan teknologi
infarmasi terkini mclalui penyediaan infrastruktur dan jaringan untuk mendukung keberhasilan
pelaksanaan seluroh kegiatan BAPETEN. Pencapaian kinerja ini dapat divkur dari indikator

Indcks e-Gavenmment.
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128 Pangelolaan Anggaran yang Gptimal dan Akuntabel

Galaras dangan kebijakan pemarintah urtuk rmanarapkan anggaran barbasis Kinarja,
maka dalam pelaksanzan pengelolsean angperan negsra, BAFETEM btidak lepas dari
kevajiban untuk mengelola ksuangan negara secara efsktf dan  efisien  dengan
mengadapankan akuntabiltas dan transparansi.

BAFETEN dalam melksanakan tugas dan  wewenangnya  berupaya  untul
rmehingkatkan kinerja dengan pemanfaatan anggaran secara apimal dengan mengedepankan
pada ketartiban dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan partanggungjawaban
anggaran BAPETEN scsuai dengan poraturan yang bedaku, dengan copaian kincrja schagai
borikut:

1. DRind WTP untuk Laparan Keuangan
2. Prosentase realisasi anggamn dibanding dengan rencana anggaran,

1.3, Kerangka Regulasi Bidany Ketenaganukliran

Oalam 3 (lima) tahun ko depan peroturan perundang-undangan daolam  bidang
kotenaganukliran yvang akan disiopkan oleh BAFETEN meliputi penyusunan: £1) Rancangan
Lndang-Undang tentang Keamanan Muklir yvang sudab dimasukan dalars urutan priontas
Pralegnas; (2 Arandemen UL Mo, 10 Tahun 1297 tentang Ketenaganukliran, {3
Permysunan  Rancangan  Perabiran Presiden  tentang  Kebijakan  Strategi Masional
Kesalamatan dan Kearmanan Mukliv; (4) Rancangan Paraturan Pemarntah tantang Parizinan
Partambangan Bahan Galian MuklirfMineral Radicaktif; (3) Rancangan Paraturan Pamarintah
tentang Kesslarmatan Pearambahan Bahan Galian Nukli; (5) Amandeman Paraturan
Pemerintgh Mo. 2% Tahun 2008 tentang Ferizinan Pemanfaatan Surmber Radiasi Pengion dan
Bahan Muklir; (¥} Armmandemen Peraturan Pemenntah No.33 Tahun 2007 tentang Keselamatan
Radiasi Pengion dan Kearmanan Sumber Radivaldif; (8 Perubahan PP 56 tahun 2014 {entang
jenis dan tarif atas jenis PNEP yany betlaku di BAFETERN,; (5] Perka Bapeten mengenai
katentuan Keselamatan Instalasi Muklic Man Reaktor (INKNR); (10) Perka Bapeten nwengenai
Kotentuon Evaluasi Tapalg (11 Porka Bapeton mongenai Fetentuan Mosclamatan Reoktor
Waondeaya; (121 Perlkka Bageten mengenai Ketentuan Kaselamatan Reaktor Dava; (13 Perka
Produlksi Radioisctop/Radiofarmaka untulk meadik dan nmon medik; (147 Perka Bapeten
kesalamatan Bidang Kesehatan ; Keselamatan Badiologi dan Uji Kesesuaian untul Diagnostil
dan Intervensional; (15) Perka Bapeten mengenal Keselamatan dan keamanan Bidang Industri
dan Litbang: Weltlagoing, Gaugimg, Iradiator; Ekspanimpor; Fasilitas Kalibrasi; {(16) Parka
Bapoten mongenai Proteksi Radiasi dan Keselarmatan Lingkungan @ Pengelelaan Limbah
Radioaktf;, Penganghkutan Zat Radiealktif ; TEANGRM; Lab Uji Bungkusan.
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14 PKerangka Kelembagaan

Mealalui prograrm reforrmasi kirckrasi, kebipkan pamenntah terhadap peanatean dan
penguatan organisasi diarahkan pads terbangunnys arganisasi yang tepat fungsi dan te2pat
ukuran. Selain itu perkembangan obyek pengawesan tenaga nuklir semakin besar dan
karjasama di kavasan regional maugpun perhatian dunia terhadap masalah keamanan nuklir
juga semakin meningkat, Struktur fungsi utara arganisasl BAPETEN sudah 10 tahun belum
mengakini perubaban, pengalaman menunjukan babwa koordinasi pengavasan terhadzps
abyek pengawasan yang sarma belum aptimal sehingga panataan kembali stroktur organisasi
untuk mcningkatkan cfektivitas pelaksanoan pongawasan benaga nuklir perlu ditakokan.

Dengan pedimbangan peningkatan ofeltivitas pelaksanaan koordingsi torscbut maka
struktur organisasi BAPETEN perlu ditata disusun berdasarkan deputi sebagai palakzanaan
pergawRsan dengan pengelompokan obyak pengawasan sama vang akan mengkoordinasi
unit kerja wvang  melkukan  pengawasan pada obyek pengawasan yang sarmra untuk
melaksanakan fungsi utama peraturan perijinan. inspeksi dan penegakan hukum,

Setigp badan pengaywas di dunia membutuhkan dukungan beknis yang dikenal dengan
Reguiatory Technical Support Orgamizsfion (RTSO). Saat ini BAPETEN tclah mempunyai
fungsi  pendukung  teknis  yaitu unit Kerja  pengkajian dan dirgktarat  keteknikan  dan
kesiapsiagzan nuklir,. Dangan pedimbangan beban ketja vang samakin meningkat dan
pErguatan kepakaran yang sermakin tinggi maka AT50 00 pedu dikaordinasikan oleh deputi
terzandiri. Unit karja pangkajian mampunyai struktur bardasarkan keahlian yang dipariukan
untuk Mmendukung pangawsasan dan pangambangan standar, sadangkan unit kataknikan dan
kosigpsiagaan parlu ditata kembali bardasarkan tantangan bezar terutarma pada keamanan
nuklir dan hkesiapsiagaan nuklr untuk meningkatkan peran -CoNSEP. Selaras dengan
himbauan kementrian PAMN dan EE kepada semua K/L untuk meningkatkan peran dan fungsi
pengelaban data dan informasi terkait dengan kKebutuhan akan e-poveretent, maka
kesestamaan perly menata wlang dengan mempedimbangkan terbentuknya pusat data oan

infarrrsasi.
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BAE IV
TARGQET KINERJA DAN KERANGHEA PENDAMNAARN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis yvang telah ditetapkan pada perods 2015 — 2019, maka
ditetapkan juga indikator kinetja sasaman strategis untull menggambarkan tingkat Ketercapaian
indikator sasaran strategis wEreebut. Secara kehbih rinci target kinerja BAPETEM vang akan
dicapai pada perode 2015 - 2018, schagaimana tercemmin pada tabel 4.1, berikut ini

Tabel. 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Mo Sasaran Strategis/ Targst
T TR e 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 Pencapaign Kondisi Keselamatan, Keamanan,

dan Safeguards Muklir di Indonesia sesuai
dengen Standar [nternasional

Ind=ks anghka kejadian keseimatan nuklic <4 <3 <3 <2 2
[skala INES: 1-7

Indeks Hopuosan Wasvarakat (dari skala 4 27 30 31 a3 5
Jumilah kajadian kearmanan nuklir yang a ] a o Or
signifikan

Jumilah kasus penyalahgunaan bahan nuklir 8] 0 Q 4] 1]

Tingkat kescsunian pengawosan Safeguards 100 100 100 160 103
BAPETEM dengan hasil pengawasan IAEA
2. Meningkatiya Kepatuban Pengauna Terhadap
Peraturan Perundang-undangan
Ketanaganukliran

Frozcntase pockoeda radiasi yong moncrima = =35 =3 =2 5 L
dosis radiasi kebih dari 1 mSy (9%
Tingkat pelanggaran pengouna terhodap =<5 =5 =5 =5 =5

katantuan kesalamatan, keamahnan dan
SafEguards (')

Indeks kKepuasan pengauna idari skala 45 27 34 31 3.3 35

3. | Meoningkatnya Kualitas Kapasitas Kelombagaan
BAFETEM

Tingkat kualitas akuntakilitas kinara {LAKIF; B B B+ B+ &

[dari skala A%

Indeks Profesional ASM (Skor 1-100) 20 1] e, Fis) Lile]

Jipini atas Laporan Keuandan WWTE | WTP [ WTP | WTP | WTP

Indeks Refarmasi Birokrasi o6 60 70 75 a0

[Shor 1-100)

Lintuk reencapal Indikator Kinsrja Utama tersebut raks ditetapkan 8 isembilan)
Jasaran Program yang terdini dar 4 (erspabl Sazaran Programs yang sacara langsung
erkontribusi tferhadap sapaian kinerja Sasaran Strategis dan 2 {ima) Sasam@n Progrim yvang
keraifat mendukung progroam pengowasan pemanfaaton tenoga nukliv dengan Indikator Kincrja

Program scbagaimana terlihat poda Tabel 4.2, schogai ekt
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Tabkal. 4.2 Sasaran Program dan Indikatar Kinarga Program

MNe.

Sasaran Programvindikater Kinerja Utama

Target

2015

2016

2017

2018

2019

Peraturan ketenaganukliran yvang memberikan
kapastian dan parlindungan hubum pada
masyarakat

Frosentase ketoreedinan peraturan
perundang-undangan ketenapanukliran tiap
tahun dibanding S talun BPJMPM %)

20

40

B0

100

Frosentase pensrapan peraturan
ketenaganukliran yang sudah diundangkan
(%]

40

gg

95

Hasil kajian dan rumusan kabijakan
pengawasan kotenaganukliran yang andal,
Berkualitas dan temnanfaatkan

Prosantase hasil kajian dan data pensrapan
rumuzan Kehiakan yang dinanfaatkan aleh
unit peraturan, perzinan dan inspeksi

75

7

&0

Ef

Frosentase makalah terkait pengawasan
ketenaganukliran yang diterkithan dalam
pukikasi imiak dibanding dengan yvang
dibuat

100

100

100

100

100

Inceks Kepuasan pengouna (darn skala 4)

2.7

ar

3

3,3

35

Sistem perizirein yang efekdif

Indcks Kepuasan Pelangoan (dari skala 4

Tingkat penyclesaian pelayanan perizinan
sesudi dengan ketentuan (%)

&0

87

B4

Sistern inspeksi dan ponegakan hukurm yang
efektif

Tingkat palanggaran tarhadap katantuan
kosclamakan, kearanan dan safeguserds

Presentass pelaksanaan inspeksi dibanding
dengan yang direnzanakan

100

100

100

100

Infrastruktur Keamanan dan Kesiapsiggaan
Huklir Masional yang Unggul

Kesiapsiagaan nukliv dan keamanan nuklr
yang efakhf (%)

SOM vang profesional

a5

a5

Indeks Profesional ASN (Skor 1-100)

a5

70

75

Tingkat Kapabilitas AFIP Skor 1-5)

Meningkatnya kapasitaz dan kapabilitas
arganisasi
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No. Sazaran Programvindikater Kinerja Utama Target
2015 | 2016 | 2017 Z20°1B 2019

Tingkat kualitas akuntakilitas kinega {dari B B B+ B+ F)
shala A8)
Indzks Integritas Pelayanan Publik (Skar O- G 7 7 Filts &
109
Incleks Refarmasi Birokrasi {Skar 1-100) b 214) Fii] 5 B
Tingkat Kematangan Implermantaszi SPIF 3 3 32 3,5 4
(Skor 1-5)
Tingkat efektifitas pengembangan kerja i i) o Fis B0
SEME | prosentase)
Tingkat petyelesaian dukungan hukum 35 aa o0 25 9o
(prosantasa)

8. Pengembangan sisterm TIK yang barmutu

Indcks e-Goverrrent fskala 0-4) 2.6 2B 2y ZH 28
a. Pengelclaan anggaran yang optimal dan
akuntakbel
Dpini atas laporan ksuangan WT | WT | WTFP WTP [ WWTR
F P

Prosentase realisasi anggaran dibanding 100 | 100 120 100 100
dengan rencand anggaran (%)

4.2.  Keranghka Pendanaan

LUntuk knordinasi pelakzanaan kebijakan di bidang pengavwasan dan pemanfastan
tenaga nuklir, perlu didukung dengan kemitrman pandanaan dengan malakukan sinkronisazl
targat, waktu dan alekasi yang dituangkan dalam matriks karangka pandanaan 2015 = 2019,
Setap tahunmya, BAFPETEN mandapatkan alckasi anggaran yang barsumbar dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Megara (AFBM) vang berasal dari fungsi leyanan umurm dalam
program teknis dan program dukungan manajemen. Secara lebih rinci kerangks pendanaan

wertuang pada lampiran 1.
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BAB W
PEMNUTUF

Reonstra BAPETEM Tahun Anggaran 201E — 2018 merupakan podeman dalam rangka
penyusunan Rencana Korja (Renfad dan Rencana Kerja Anggaran (REAY BAFETEN schingga
akan lekih teramhb dan tersncana dalam mencapal sasaran stratedis yang telah ditetapkan,
sarta lebih 2fsien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari azpek pengelolaan smber
pErRiEyaan madupun dalam percepatan wWakiu realisasinya,

Kepiatan-kegiotan  wang mendukung  program proritas BAPETEM  akan  sclalo
divkamakan sckagai komitmen BAFETEM untuk periede B (lima; tahun kedopan dalam rangka
pelaksanaan pengavasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, selain kegiatan-kegiatan
Yang secara langsung menjadi tanggung javab dan sasuai dengan tigas pokok dan ungsi
BAFETEN. Mamun demikian, untuk  halhal  yvang  bersifat  mendesak  akan  tetap
dipertimbangkan untuk cdilaksanakan ss=uai dengan =kall urgansinya dan ketarsadiaan

dukungan pembiayaanmnya.

Disadari kahwa kekerhasilan pelaksanaan pengawasan permanfaatan tenaga nuklic di
Indonasia, dapat dicapai melalui pembingan SO secars terus mensrus  dengan
menyesiaikan perkembangan teknologi terkait, Disamping tu pelabksaman pengawasan dapat
Berthasil Lerkat adanya dukungan Fementerianbembaga terkal @inmya dan masyarakat
termmasuk seluruh stakeholders, Dan unak mencapai Kinera vang optimal, maka diperiukan
katja keras dari selurah jajaran BAPETEW dan bersincrai dengan semua pihak vang torkait
dalarm rongka mevajudkan wvisi, misi, tujuan, sasaran strabegis, program dan kegiatan
BAPETEMN yang tortuang dalam Renstra BAPETER.

kEPALA BADAN PENGAYWAS TEMAGA MUKLIE

JAZ] ERD ISTIYANTS
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